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Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

1 Pendidikan minimal

51

Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2015. 2 Menguasal Ketentuan terkait Penyusunan APBD
2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 3 Menguasai penggunaan Komputer
Pemerintahan Daerah, 4 Memiliki kemampuan analikal yang baik
3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai 5  Memiliki kemampuan verbal yang memadai
Wakil Pemerintah Pusat 6 Menguasai aplikasi SIPD
4 Perafuran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
diterbitkan setiap tahun.
10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Buku agenda dokumen masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. SOP Penyusunan KUA - PPAS 3, Komputer/Laptop
4, SOP Penyusunan KUA - PPAS Perubahan 4. Printer
5. SOP Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 5. LCD Provektor
6. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD 6. Aplikasi SIPD
I

SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Penyusunan dan penetapan APBD harus sesuai dengan tahapan, jadwal dan regulasi dalam proses penyusunan APBD
sehingga penetapan APBD tidak mengalami keterlambatan dan fidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang
berlaku

Dicantumkan dalam rancangan APBD




; Pelaksana Mutu Baku
e T ogleina Kﬁzm‘m Kabid Anggaran KS:L‘:"SS TARD Asisten I Df::;’;‘::fua Gubemur DPRD Mendagi Kelengkapan Waktu Output g
1 2 3 4 5 [} L 8 9 10 11 12 13 14 15
1 |Menerima usulan Perubahan RKA SKPD dari Perangkat Daerah Perubahan KUA-PPAS , RKBMD, Standar Harga | 1 Minggu [Perubahan RKA SKPD
berdasarkan KUA PPAS Perubahan dan menugaskan Kabid m Barang Jasa, Standar Biaya Masukan dan ASB
Anggaran untuk memulai proses penyusunan APBD Perubahan
2 |Memerintahkan seluruh Kasub Penyusunan Anggaran untuk Perubahan RKA SKPD 10 Menit  |Perubahan RKA SKPD
memfasilitasi dan mendampingi SKPD untuk menginput Perubahan
RKA SKPD dalam aplikasi
3 |Memfasliitasi dan mendampingi SKPD untuk menginput Perubahan Perubahan RKA SKPD 2 Minggu  |Perubahan RKA SKPD
RKA SKPD dalam aplikasi
4 |Menerima usulan Perubahan RKA SKPD dari Kepala SKPD sesual Perubahan RKA SKPD yang ditandatanganioleh | 2 Hari  [Surat undang pembahasan
hasil penginputan aplikasi dan menyampaikan usulan Perubahan Kepala SKPD, TOR, Jadwal Pelaksanaan Perubahan RKA
RKA SKPD yang lelah diinput dalam aplikasi kepada TAPD untuk Kegiatan, RKBMD
dibahas
5 |Melakukan pembahasan/penelaahan Perubahan RKA SKPD sesuai Perubahan RKA SKPD yang ditandatangani oleh | 2 Minggu |Perubahan RKA SKPD
jadwal yang telah ditentukan antara TAPD dan SKPD Kepala SKPD, TOR, Jadwal Pelaksanaan
3 ’ Kegiatan, RKBMD, KUA-PPAS, Standar Harga
E 2 _] 1 | ..-—_'] L 1 ] Barang Jasa, Standar Biaya Masukan dan ASB
6 |Melakukan verifikasifkoreksi terhadap Perubahan RKA SKPD yang e Perubahan RKA SKPD 3Hari  |Perubahan RKA SKPD
telah dibahas bersama e
7 |Melakukan penyempumaan dan penyesuaian Perubahan RKA Perubahan RKA SKPD 3Hari  |RANPERDA tentang Perubahan
SKPD dalam aplikasi dan disusun menjadi RANPERDA tentang APBD
Perubahan APBD
8 [Melakukan penyusunan Pengantar Nota Keuangan dan Nota L1 RANPERDA tentang Perubahan APBD 3Hari  [Pengantar Nola Keuangan dan
Keuangan atas RANPERDA tentang Perubahan APBD unntuk Nota Keuangan
disampaikan kepada Ketua TAPD
9 |Menyampaikan Pengantar Nota Keuangan dan Nota Keuangan A Pengantar Nota Keuangan dan Nota Keuangan 1Hari  |Pengantar Nota Keuangan dan
atas RANPERDA tentang Perubahan APBD kepada Kepala E_l atas Ranperda tentang Perubahan APBD Nota Keuangan tentang
Daerah untuk ditandatangani Perubahan APBD
10 [Menandalangani Pengantar Nota Keuangan dan Nota Keuangan Pengantar Nota Keuangan dan Nota Keuangan 1Hari  |Pengantar Nota Keuangan dan
atas RANPERDA tentang Perubahan APBD atas Ranperda tentang Perubahan APBD Nota Keuangan tentang
Perubahan APBD
11 [Menyampaikan Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan dan Pengantar Nota Keuangan dan Nota Keuangan 1Hari  |Pengantar Nota Keuangandan | Terkait SOP Penanganan
RANPERDA tentang Perubahan APBD kepada DPRD tan RANPERDA tentang Perubahan APBD Nota Keuangan dan RANPERDA (Surat Keluar
tentang Perubahan APBD
12 |Menyampaikan pandangan umum fraksi DPRD terhadap Nota ':I Pengantar Nota Keuangan dan Nota Keuangan Pemandangan Umum Fraksi
Keuangan atas RANPERDA tentang Perubahan APED atas RANPERDA tentang Perubahan APBD terhadap Nota Keuangan
13 |Menyampaikan tanggapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi N Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota 3Hari  [Tanggapan Pemerintah ferhadap |Dilakukan setelah mendapat
DPRD terhadap Nota Keuangan atas RANPERDA tentang Keuangan atas Ranperda tentang Perubahan Pemandangan Umum Fraksi atas |Pemandangan Umum Fraksi
Perubahan APBD  kepada DPRD APBD Nota Keuangan terhadap Nota Keuangan dari
DPRD




Pelaksana Mutu Baku
Mo o gl Ki":i:gf:” Kabid Anggaran 2:;‘;’;: TAPD Asisten I Das:;’;':zfua Gubemnur DPRD Mendagri Kelengkapan Waktu Output Ketdrargia
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13 14 15
14 |Melakukan penyempurnaan RANPERDA tentang Perubahan APBD qj RANPERDA tentang Perubahan APBD 2Hari  |RANPERDA lentang Perubahan |Dilakukan setelah mendapat
sesuai rekomendasi DPRD l } }: APBD Pemandangan Akhir Fraksi
) dari DPRD
15 |Menandatangani persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala [ RANPERDA tentang Perubahan APBD 1Hari  [Nola Kesepakalan atas
Daerag atas RANPERDA tentang Perubahan APBD i_ | E— E | | RANPERDA tentang Perubahan
APBD
16 |Menyampalkan RANPERDA fentang Perubahan APBD dan RANPERDA tentang Perubahan APBD, 5Hari  |RANPERDA tentang Perubahan
RANPERGUB tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada RANPERGUB tentang Perubahan Penjabaran APBD, RANPERGUB tentang
Menteri Dalam Negeru untuk dievaluasi 1 APBD, sinkronisasi kebijakan pembangunan Perubahan Penjabaran APBD,
L__-F pemerintah pusat dan pemerintah daerah, belanja sinkronisas kebijakan
fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan belanja pembangunan pemerintah pusat
infrastruktur dan pemerintah daerah, belanja
fungsi pendidikan, fungsi
kesehatan, dan belanja
Infrastruktur
17 |Evaluasi RANPERDA tentang Perubahan APBD v RANPERDA tentang Perubahan APBD, Hasil Evaluasi Menter Dalam
(Eor ] RANPERGUB tentang Perubahan Penjabaran Negeri terhadap RANPERDA
APBD, sinkronisasi kebijakan pembangunan tenlang Perubahan APBD dan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, belanja RANPERGUB tentang Perubahan
fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan belanja Penjabaran APBD
infrastruktur
18 [Menerima Hasil Evaluasi RANPERDA tentang Perubahan APBD Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap 1Hari  |Hasil Evaluasi Menteri Dalam
dari Menteri dalam Negeri RANPERDA lentang Perubahan AFBD dan Negeri terhadap RANPERDA
| RANPERGUB tentang Perubahan Penjabaran fentang Perubahan APSD dan
APBD RANPERGUB tentang Perubahan
Penjabaran APBD
19 [TAPD bersama Badan Anggaran DPRD  melakukan Hasil Evaluasi Menterl Dalam Negeri terhadap Hasil Evaluasi Menteri Dalam
penyempurnaan RANPERDA tentang Perubahan APBD sesuai V_._l RANPERDA tentang Perubahan APBD dan Negeri terhadap RANPERDA
hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD | I RANPERGUB tentang Perubahan Penjabaran tentang Perubahan APBD dan
untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri APBD RANPERGUB tentang Perubahan
Penjabaran APBD
20 |Menerima PERDA tentang Perubahan APBD dan PERGUB tentang Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap PERDA tentang Perubahan APBD |Setelah mendapat nomor
Perubahan Penjabaran APBD RANPERDA tentang Perubahan APBD dan dan PERGUB tentang Perubahan |register dari Biro Hukum
Selesai RANPERGUB tentang Perubahan Penjabaran Penjabaran APBD Kementerian Dalam Negeri
APBD dan selanjutnya diletapkan
oleh Pimpinan DPRD




